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NEGARA - Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang diberikan
BPK RI Perwakilan Bali terhadap

Tahun 2014, menuai penghargaan
dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan untuk bupatiJembrana
I Putu Artha atas keberhasilannya
menyajikan Laporan Pertanggu-
ngjawaban Keuangan Tahun 2014
dengan capaian opini audit WTP
tersebut diserahkan Menteri Keuan-
gan RI Bambang Brojonegoro saat
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Akuntansi dan Pelaporan Keuan-

WTP Jembrana Diga

Pengelolaan Keuangan Jembrana

gan Pemerintah Tahun 2015, Jumat
(2/10) lalu di Gedung Dhanaj ala
Kementerian Keuangan Iakart{ ke-
pada Inpektur Impektorat Jembrana
Ni Wayan Koriani. ;
Menurut Menkeu Bambang Brojo-
negoro, upaya untuk meningkatkan

komitmen bagi Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kabupateri dan-Kot:ild

mensinergikan pengelolaan ke an
Negara harus terus ditingkatkan. ak-
ernas ini mengambil tema implemen-
tasi akuntansi pemerintah berbasis
akrual era baru akuntansi dan pelapo-
ran keuangan pemerintah Indones

o

o

WAKILI BUPATI: Inspektur Jembrana Ni Wayan
Koriani saat menerim:regmargaan qarl Men-
keu untuk Pemkab Jembrana. aitis )

_ berkualitas. (nom/yor)

njar Penghargaan

Dengan tema itu, diharapkan mampu
meningkatkan kualitas penyajian

- laporan keuangan sehingga menjadi

alat pert: gjawaban yang lebih

baik sesuai prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih.
Sementara itu Inspektur, Ni Wayan

Koriani' mengatakan; penerapan
akuntansi berbasis akrual juga menye-
diakan informasi keuangan yang lebih
komprehensif, tidak hanya sekadar
informasi kas, sehingga informasi
tersebut dalam dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan yang lebih
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melakukan pe gelolaan
keu gan daerah dengan sen-

pri tata kelola keu
yarlll;%alk efekt‘ s ef?:igéan,
transparan, dan akuntabel
atas LKPD 2014 berbuah
manis. Selain meraih opini
wajar tanpa pengecualian
(WTP) dari Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) RI Per-
wakilan Provinsi Bali, kini
atas prestasi tersebut giliran
pemerintah pusat member-
ikan apresiasi melalui Ke-
menterian Keuangan. Yakni,
dengan pemberian peng-
hargaan kepada Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Badung
yang

iterima penjabat se-
mentara (Pjs) Bupati Bad
I Nyoman Harry Yudha Sa
dalam Rapat Kerja{ Naslonal
Akunqansﬁ dan Pelaporan
Keuangan Pememfah 2015,

di Ges ung Dhanapala Ke-
menterian Keuangan ]akarta,
Jumat lalu (2/10).

Acara tersebut adiri §e~
jumlah menteri dan pejabat

Negg@;ﬁaﬁdlr juga AsiSten

torat Luh. Stuyanm, Kabag
Keuangan I Ketut Gede Suya-
sa, dan Sekretaris Bappeda
dan Litbang Agus . ryawan.

Pemerintah Pusat beri peng-
hargaan pada 207 entitas
pelaporan 26 pemenntah'
provinsi, 149 pemerintah ka-

e =X

bupaten, 50 per e;
yang berhasil m| yajikan
laporan keuangan hun 2014
dengan opini audit WTP. |
Penghargaau d jv erahkan
Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro diterima Pjs.
Bupati Badung Harry Yuc
Saka. Pengha aan serupa
)uga;dli:enm& 2 kemente-
rian dan lembaga setingkat,

26 pemproy, dan 50 pemkot
yang laporan keuangann-
ya di tahun anggaran 2014
meraih WTP dari BPK. Men-

teri Bambang Br
mengatakan, peng
merupakan bentu
pemerintah pus
kementerian anJ embagt':.xl
setmgkat sert pp erinta

daerah yang maipu men-
yajikan laporan keuanga
dengan baik. Khususnyaya
mampu meraql opini WT
dari BPK. ' |
Pjs Bupati Badung Harry

Yudha Saka me gungkapkar}
penghargaan ini patut di-

erja keras selurt

i aikses;mi dengan ket
' yangberlaku. "Deng n diper-

lehnya pengharg
ni, wajib bagi Pemer!

upaten Badung unt

adung,” tegas Ha

yukurl dan merupa an hasil

SKPD

emkab Badung dan menja-
: goaan bagi

n WTP

ertahankan dan ini
enjadi komitmen Pemkab

ka (advertorial/ san/ djo)
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